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BAB I

PENDAHULUAN
A.  
Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin marak dan mengkhawatirkan karena telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari perkotaan hingga pedesaan, bahkan telah masuk ke dalam lingkungan pendidikan.
 Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".
 Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya, di mana Narkotika Golongan I memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi.

Salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang diancam dengan pidana berat adalah tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Ancaman pidana yang berat tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memandang tindak pidana penjualan narkotika sebagai kejahatan yang sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena penjual narkotika merupakan mata rantai penting dalam peredaran gelap narkotika yang menyebabkan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang melibatkan terdakwa Andy als Ahui yang didakwa melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I jenis sabu.
 Dalam perkara ini, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Jalan Kebun Sayur Komplek Walet Lingk. 08 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Kronologi penangkapan terdakwa bermula ketika petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di kamar kos-kosan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,85 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa melalui jendela kamar, serta uang tunai sejumlah Rp70.000,- dari kantong celana terdakwa.

Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Sunar (DPO) dengan harga Rp1.050.000,- untuk 3 gram sabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa juga mengakui telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu sejak Februari 2025.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsider 6 bulan penjara. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah "argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara".
 Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Mackenzie mengemukakan bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: (1) aspek yuridis yang merupakan aspek pertama dan utama dengan patokan undang-undang yang berlaku; (2) aspek filosofis yang merupakan aspek yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan; dan (3) aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn)".
B. 
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
C. 
Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

D. 
Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai masukan dalam menangani kasus tindak pidana narkotika khususnya dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan pidana.

b. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan akibat hukum yang dapat dijatuhkan.

c. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

�Badan Narkotika Nasional, Indonesia Drugs Report 2024, BNN Press, Jakarta, 2024, hlm. 15.


�Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.


�Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


�Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.


�Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


�AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.


�Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn, hlm. 1.


�Ibid., hlm. 3-4.


�Ibid., hlm. 4.


�Ibid., hlm. 9.


�Ibid., hlm. 16.


�Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 94.


�Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 212.


�Mackenzie dalam Ahmad Rifai, Op.Cit., hlm. 105.






